ABSTRAK

Gugatan sederhana merupakan mekanisme penyelesaian perkara perdata yang
dirancang untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Salah satu karakteristik
utamanya adalah kewajiban hadir langsung bagi prinsipal di persidangan. Dalam
praktik di Pengadilan Negeri Karawang masih ditemukan perkara yang didominasi
kehadiran kuasa hukum dan berakhir gugur akibat ketidakhadiran prinsipal.
Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai efektivitas penerapan kewajiban
hadir prinsipal serta kedudukan hukum prinsipal dalam mekanisme gugatan
sederhana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kewajiban hadir
prinsipal dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan,
serta mengkaji kedudukan hukum pihak prinsipal dalam mekanisme penyelesaian
gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Karawang. Metode
penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif
eksplanatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis data perkara gugatan
sederhana, serta wawancara dengan hakim dan advokat kemudian dianalisis
menggunakan teknik gabungan (mixed method).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban hadir langsung prinsipal dalam
mekanisme gugatan sederhana secara normatif dirancang untuk mempercepat
proses persidangan, memudahkan hakim menggali fakta, serta memperkuat upaya
perdamaian, namun secara empiris pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Karawang
belum sepenuhnya efektif karena data perkara tahun 2021-2025 masih
menunjukkan adanya gugatan sederhana yang berakhir gugur atau tidak dapat
diterima akibat ketidakhadiran prinsipal meskipun kuasa hukum hadir, sehingga
menegaskan bahwa kedudukan prinsipal bersifat sentral dan tidak dapat digantikan
oleh kuasa hukum serta bahwa keberhasilan gugatan sederhana dalam mewujudkan
asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sangat bergantung pada partisipasi
aktif prinsipal yang didukung pendampingan hukum secara proporsional.
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